
 

 

BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1 Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata Yang  Mengatur  Wanprestasi , Apabila 

Dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan 

melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang 

yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. 

Suatu perikatan atau perjanjian tidak akanmembawa arti apabila prestasi tidak 

dapat atau tidak mungkin diwujudkan. Untuk mewujudkan prestasi itu diperlukan 

adanya tanggung jawab. Apabila tanggung jawab ini tidak ada, maka kewajiban 

prestasi tidak  akan berarti menurut hukum. 

2 Pertimbangan Hakim Dalam Memenangkan Perkara Nomor 1/PDT.G.S/2019/PN 

PSO,Hakim berpendapat karena Tergugat telah terbukti tidak menjalankan 

sebagaimana mestinya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dan tergugat 

dan penggugat  telah pula memperingati tergugat dengan surat tegugaran akan 

tetapi dengan surat teguran tersebut tidak ada tanggapan ataupun upaya dari 

Tergugat untuk dapat menyelesaikan, setidak-tidaknya dapat memusyawarahkan 

untuk mencari solusi dalam penyelesaian pelaksanaan pembangunan rumah 

dengan Penggugat, karena perbuatan Tergugat telah terbukti sebagai wanprestasi 

maka terhadap perbuatan tersebut sudah sewajarnya Tergugat mendapatkan 

sanksi berupa pembayaran dan ganti kerugian kepada Penggugat. Hakim 

Pengadilan negri Poso Mengadili bahwa (1) Mengabulkan gugatan Penggugat 

secara keseluruhan                   (2) Menyatakan demi hukum tergugat melakukan 



 

 

wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat (3) Menghukum Tergugat untuk 

membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat 

B. Saran-saran 

3. Perlu adanya sosialisasi Mengenai Perma nomor  2 tahun 2015 tentang Gugatan 

sederhana kepada masyarakat, agar dalam beracara di pengadilan Masyarakat 

paham mengenai gugatan sederhana ini 

4. Diperlukan adanya kinerja pengadilan yang baik dalam melahirkan produk-

produk hukum yang berkualitas, sehingga penetapan lembaga pengadilan ini 

dapat dipakai menjadi sumber hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


